Bab V

Penutup
5.1.Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjabaran pada bab-bab sebelumnya, penyusun

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan Indonesia untuk memulangka para fighter ISIS bukan
merupakan pelanggaran terhadap HAM karena merupakan perwujudan
dari proportionality principle yang melindungi hak dengan cara
mengutamakan hak itu sendiri. Dalam hal ini hak yang diutamaka yaitu
hak yang dimiliki oleh WNI. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ICCPR,
negara pihak—dalam hal ini Indonesia berkewajiban untuk melindungi,
menghormati, dan memenuhi HAM bagi mereka yang berada dalam
yurisdiksi/penguasaannya. Selain itu, para fighter ISIS tidak termasuk dan
tunduk kepada yurisdiksi dari Indonesia karena Indonesia tidak memiliki
effective control atas tindakan para fighter ISIS dan sudah bukan lagi
WNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 huruf d UU
Kewarganegaraan sehingga tidak memiliki hubungan antara individu
dengan negara dalam hal ini hubugan antara para fighter ISIS dengan
Indonesia. Kemudian, ewajiban untuk memenuhi hak para fighter ISIS
tidak hanya dapat dibebankan kepada satu negara saja akan tetapi kepada
seluruh Negara Anggota Pihak dalam Kovenan terkait. Menurut
penyusun, Indonesia justru akan melanggar HAM apabila memulangkan
fighter ISIS karena akan memberikan rasa takut dan perasaan terancam
bagi warga negara lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa
sepulangnya para fighter kembali ke Indonesia mereka tidak akan
menyebarkan paham radikal, merekrut anggota baru, atau bahkan
mungkin melakukan aksi teror. Jika Indonesia menerima para fighter ISIS
kembali justru Indonesia akan melanggar ketentaun dalam Pasal 71 UU

HAM yang pada intinya menyatakan pemerintah wajib untuk bertanggung
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jawab atas perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM
warga negaranya.

2. Dengan kondisi yang ada saat ini—tidak dipulangkannya para fighter
ISIS ke Indonesia dan dapat dipastikan bahwa mereka tidak mempunyai
pekerjaan,  maka  sangatlah  beralasan = bahwa  permohonan
pewarganegaraan kembali ditolak oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan
syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan
bersifat kumulatif yang artinya semua syarat harus terpenuhi. Dengan kata
lain, maka tidak dimungkinkan bagi fighter ISIS untuk mendapatkan
kembali status Kewarganegaraan Indonesia dan berdasarkan Pasal 13 UU
Kewarganegaraan apabila memang berasalan maka Menteri dapat
menolak permohonan pewarganegaraan.

3. Kaidah internasional yang mengatur mengenai kondisi stateless saat ini—
yaitu Stateless Convention 1954 dan Stateless Convention 1961—tidak
mengatur mengenai perlindungan dan pemberian status kewarganegaan
kepada mereka yang stateless karena ikut serta serta melakukan tindakan
terorisme. Mengenai hal ini perlu adanya kerja sama antar negara
mengingat permasalahan terorisme bukanlah kewajiban satu negara saja

akan tetapi kewajiban seluruh negara.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Perlu dibuat suatu undang-undang atau setidaknya merevisi undang-
undang yakni UU Kewarganegaraan dan UU Terorisme yang mengatur
tentang proseudur pencabutan status Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini
dikarenakan alasan dan mekanisme yang ada tidak cukup jelas dan
cenderung multi-tafsir. Seperti misalnya alasan bergabung dengan
terorisme tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan kehilangan
kewarganegaraan dan memerlukan penafsiran hukum dari Pasal 23 huruf
d UU Kewarganeraan. Kemudian prosedurnya pun tidak terlalu jelas
mengingat dengan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 23 UU
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Kewarganegaraan maka dengan sendirinya status WNI yang dimiliki oleh
seseorang menjadi hilang. Kemudian perlu diperjelas lagi mengenai
penerbitan Keputusan Menteri mengenai orang-orang yang kehilangan
kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007
hanya menjadi sebagai formalitas semata.

. Tetap konsisten untuk tidak memulangkan fighter ISIS eks-WNI ke
Indonesia dengan alasan untuk menjaga kemanan dan Kketertiban
Indonesia. Tindakan ini diperlukan guna mencegah tindakan-tindakan
berbahaya seperti yang terjadi pada 2016 silam di mana terjadi
pengeboman Sarinah. Selain itu tindakan ini juga dapat digunakan untuk
mencegah penyebaran paham radikalisme serta menghambat proses
rekrutmen anggota baru jaringan terorisme ISIS maupun jaringan
terorisme yang terkait dengan ISIS.

Mendorong masyarakat Internasional untuk bekerjasama untuk
menangani pemenuhan hak para fighter ISIS yang stateless dengan cara
membuat konvensi baru guna melengkapi/memperbaharui konvensi yang
ada sebelumnya vyaitu Stateless Convention 1954 dan Stateless
Convention 1961.
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